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PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,
Menimbang a. bahwa dalam menindaklaniuti Peraturan Pemerintah

Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah, Peraturan Menteri Negara

Pendagunaan Apartur Negara Nomor
PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah, maka pengawasan
internal pemerintah merupakan salah satu unsur
manaiemen nemerintah vang nenting dalam rancka
manajemen pemerintah yang penting dalam rangka
mewujudkan kepemerinta ‘han yvang baik, berdava gu a,
bersih dan  bertanggungjawab maka diperiukan
pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
yvang berkualitas

bh. bahwa agsar kewenangsan, tangoung iawab dan lingkun

b. bahwa agar kewenangan, tanggung ja an linglup
pengawasan yang menjadi tugas Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah memiliki landasan yuridis maka
diperiukan Piagam Pengawasan internai,

c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perliy membentuk
Peraturan Bupati tentang Piagam Pengawasan Internal;

Mengingat 1.Pa Undang-Undang Dasar Negara
Re un 1945;

2.Und or 27 Tahun 1959 tentang
Pe d,ang Darurat Nomor 2 Tahun
19 tukan Daerah Tingkat 1I di
Ka (Lemt)arar legara Republik Indonesia
m \ PG T T o o B T e o
TFaht g sebagai Undang-Undang,
(Le mbarﬂm Nf-szafd Remubhk Indonesia Tahun 1959
I'Qmor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
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3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tﬂntang
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Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Le baran

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana

telah dirubah beberapa kali teraKmr dengan Undang-
’(n-d,“‘o Nomor 12 Tahun 08 tentang Perubahan

(O3 5 5 4 wwlitally

Kedua Atas Undang- Undang Nomor o2 Tahun 2004
tentang Pﬁmermtahan Daerah (Lembardn Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 1 2, Tambahan
Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

‘.Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah  Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

"CJ

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4389j;

- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4737);
. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomorl27,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4890);

. Peraturan Menteri Negara Pendagunaan Apartur Negara
Republik Indonesia Nomor PER/04/M.PAN/03/2008
tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Inter Pemerintah;

N~ / o y
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ia P
teptapg Standar Audit Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah;

. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun
2013 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah Daerah !Ber1ta Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara Tahun 2013 Nomor 7);
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Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
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yang menegaskan komitmen Bupati terhadap arti
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Pemerintah Daerah adalah uuﬁaul aan

Daerah sebagai unsur penyelenggara

.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
1

disebut SKPD adalah perangkat daerah pada
pemerintah  daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kutai Kartanegara.

. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang

seianjutnja disingkat BPKP, adalah aparat pengawasan
intern pemerintah yang bertanggungjawab langsung

D
kepada Presiden.

. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara

B
fungsional melaksanakan pengawasan intern adalah
aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung
awab langsung kepada menteri/pimpinan lembaga.

.Inspektorat Kabupaten adalah aparat pengawasan

intern pemerintah yang bertanggungjawab kepada
Bupati.

.Inspektur  adalah  Inspektur Kabupaten Kutai

Kartanegara.

. Pejabat Pengawas adalah Auditor dan Pengawas

Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah.

pentingnya fungsi pengawasan intern atas
penyelenggaraan pemerintahan di iingkungan
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara n memauat
tujuan, wewenang, dan tanggung },awab kegiatan
pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah.
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Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya
disebut APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk
dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses
yang integral pada tindakan dan kegiatan yang
dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan
seluruh  pegawai untuk memberikan keyakinan
memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui
kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan
wanqﬁcc.ﬁ nengamanan  aset negara, dan ketaatar

soualiyal pPriipaliiall asScehL rewaat

terhadap perdturan perundang-undangan.

i
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Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan
audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan
pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan
fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan
yvang memadai bahwa Keglatcm telah dll,aksdnakan
sesuai dengan tolok ukur yang telah di‘[etapkan secara
efektil dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam
mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.

Audit adalah proses identifikasi masalah, ana iQiQ da

evaluasi bukti yang dﬂakukan secara mdependen

3

untuk menilai kebenarain, kecermatan kredibilitas,
efektifitas, efisiensi, an  keandalan informasi
pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

.Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu

kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut
telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar
rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu
program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah
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hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana,
atau norma yang telah dltetapkan dan menentukan
faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau

kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.



Pasal 2

(1) Peraturan Piagam Pengawasan Internal dima}’sad kan
ter
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dalam rangka meningkatkan efektivitas manajemen
risikc dan tata kelola APIP dalam melakukan
pengawasan internal di lingkungan pemerintah daerah.
Tujuan Peraturan Piagam Pengawasan Internal adalah :
a. meningkatkan kapabilitas APIP sebagai penguat
dalam melaksanakan tugas 1nspektorat kabupaten
dan penegasan komitmen dari para pemanoku

—
L1

kepentingan terhadap arti p@ntz 1ignya fungsi
pengawasan intern atas penvelengszaraan

pemerintahan daerah;dan

D. merupakan salah satu alat ukur untuk menilai
efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan int
selain  kepatuhan mspek_torat kabupaten pada

berbagai standar audit/pemeriksaan yang berlaku.

s

Piagam Pengawasan Internal mengatur terdiri dari:

. tugas dan fungs1

. pengawasan,;

. kewenangan dan tanggung jawa
kode etik dan standar audit pmabat pengawas;
. persyaratan pejabat pengawas;

. hubungan kerja dan koordinasi;

larangan;

pelanggaran;dan

. penilaian berkala.
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Pasal 4

Inspektorat kabupaten merupakan unsur pengawas
pemerintah daerah, yahg uipii‘ﬂpiu oleh mspa LUt
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(W
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a. meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan
pemerintahan daerah;

b. meningkatkan pengawasan yang professional;dan

G meningkatkan peran serta stakeholder/ masyarakat
di bidang pengawasan.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 6
Inspektorat kabupaten mempunval tugas pokok yaitu
melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap
pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten

atas penyelenggaraan dan pelaksanaan urusan
pemerintahan desa.

Iyt tae

Daiam meiaksanakan tugas pokok sebagalmana

terhadap Delak%anaan urusan Demermtahan dl
daerah kabupaten dan pemerintahan desa;

d. melaksanakan reviu laporan keuangan pemerintah
daerah dan evaluasi kinerja;
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e. melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian
dan penilaian pengawasan terhadap pelaksanaan

urusan pemerintahan di daerah kabupaten dan
pemerintahan desa;

f. melaksanakan momtormg dan evaluasi percepatan

claksanakan pelayanan teknis administratif dan

o
=

h. menyelenggarakan urusan kesekretariatan
inspektorat ﬁabupaten.
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Pasal 7
Peny }nggaraan penga\vasan intern oleh 1napeKt0rat
'"‘Dliﬁ e yauu untuk memberikan nilai tambah uasl

pencapaian tujuan antara lain:

a. meningkatkan sistem pengawasan dan pengendalian
internal yang efektit dengan melibatkan peran serta
SKPD dan masyarakat untuk mewujudkan tata
kelola pemerintahan yang baik pada Pemerintah
Kabupaten Kutai Kartanegara;dan

b. terwujudnya sistem pengawasan dan pengendalian
internal yang efektif dan mampu mendeteksi secara
dini gejala penyimpangan.
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a. tercapainya pelaksanaan pemeriksaan reguler dan
pemeriksaan khusus serta terlaksananya tindak
lanjut hasil pemeriksaan;

b. meningkatnya sistem manajemen pemerintah mulai
dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian,
pelaporan  dan  akuntabilitas serta  kualitas
pengelolaan manajemen pemerintah;

¢. meningkatnya koordinasi dan sinergisitas serta
kualitas pelaksanaan dan hasil pengawasan;dan

d. terciptnya APIP yang profesional, mandiri dan
bﬁrziuahws baik

Dalam mencapai sasaran pengawasan internal
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka ruang
lingkup pengawasan inspektorat kabupaten meliputi:

a. audit secara reguler atau berkala terhadap SKPD di
lingkungan pemerintah daerah;

b. audit secara tematik terhadap SKPD di lingkungan

T b aia A
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c. audit atas penyelenggaraan pemerintah desa di
lingkungan pemerintah daerah;
d. audit laporan keuangan di SKPD di lingkungan

pemerintah daerah;

€. audit laporan keuangan di pemerintahan desa di
lingkungan pemerintah daerah;
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g. audit atas kasus tertentu di lingkungan pemerintah

laporan keuangan pemerintah daerah

j. evaluasi terhadap RENSTRA SKPD, RESTRA
pemerintah daerah dan laporan akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah;

K. IHCDUOOI‘CU nasikan penyele%uaH tindak lal’leI hasil

pemeriksaan atas pemeriksaar insektorat
kabupaten, inspektorat provinsi, Badan Pengawas
Keuangan dan  Pembangunan, dan Badan
Pemeriksaan Keuangan;

. monitoring dan evaluasi atas hasil pemcriksaan

m. pendampingan, asistensi dan sosialisasi terhadap
akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah
dalam rangka terwujudnya Tata Kelola Pemerintah

Baik {good governance)
BAB Vil
KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 8
Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup
pengawasan intern sebagaimana dima"sud dalam Pasal
7 secara memadai, inspektorat kabupaten memiliki

kewenangan untuk:

a. mengakses seluruh informasi, sistem informasi,

atatan, dokumentasi, aset, dan personil yang

dlperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi
pengawasan intern;

b. melakukan komunikasi secara langsung dengan
pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek
pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam
rangka pelaksanaan pengawasan;

c. menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi
dengan BLpa i dan berkoordinasi dengan Pimpinan
lainnya;

auditor ekster. nal,
e. mengalokasikan iber daya inspektorat kabupaten
serta menetapkan frekuensi, obJuki dan lingkup

pengawasan intern;
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f. menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk
memenuhi tujuan pengawasan intern;dan

e P s A wrsernlaly dyilerreeras Ads
iifita dai 11161;11](,1()1(:11 UURKUILLE R
yang diperlukan, baik yang berasal dari inte

maupun eksternal pemerintah kabupaten dalam
rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern.

o

2) Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern
secbagaimana dimaksud dalam Pasal 7, inspcktorat
kabupaten bertanggung jawab untuk:

a. secara erus menerus mengembangkan dan

memngkatkan profesionalisme auditor dan pejabat
pengawas urusan pemermtah daerah, }\uahtas

Irrraiitma e rasan
0S€s pengawasan, dan kualitas hasil igawasal
pi ’
r an

dengan mengacu kepada standa g b 1 u;

menyusun, mengembangkan, dan melaksanak
Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang
berbasis risiko, khususnya dalam ha} penentuan

_CT

"3

alraina it a o
- P T P an

Sgdia  prior itas sasaran
mempertlmbang;:,w keters\,dlaan sumber daya
pengawasan;

c. menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya
pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan
fungsi pengawasan intern secara optimal;

d. melakukan pemantauan tindak lanjut hasil
pengawasan;dan

e. menyampaikan Ilaporan hasil pengawasan dan
laporan  berkala aktivitas pelaksanaan fungsi
pengawasan intern kepada Bupati.

BAB VIII
KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT
Pasal 9
Piagam Pengawasan Intern mensyaratkan bahwa pejabat
pengawas acuam melaksanakan pekerjaannya harus
senantiasa mengacu pada Kode Etik dan Standar Audit.

Bagian Pertama
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Pasal 10
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Kode etik yang wajib oﬂak‘ anakan oleh p jaba pengaqu
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a. prinsip-prinsp prilaku pejabat pengawas meliputi:

1.

w

integritas yait tu aud1t0r harus memiliki Keprlbadza*l
liland h unsur JL{JL&L, UCxchli, L);Jdi&bdlld,
an  bertanggung jawab intuk  membangun
kepercayaan guna memberikan dasar bag1
pengambilan keputusan yang andal.;
obyektivﬁas yaitu auditor harus menjunjung tinggi
tidakberpihakan profesional dalam
mengumpulkan, mengevaluasi, dan memproses
data/informasi auditi. Auditor APIP membuat
peniiaian seimbang atas semua situasi yang relevan
dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau
orang lain dalam mengambil keputusan;

’.,/,.,

kerahasiaan yaitu auditor harus menghargai nilai
dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan
tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa
otorisasi yang memadai, kecuali diharuskan oleh
peraturan perundang-undangan;dan

kompetensi vaitu uditor harus memiliki
pengetahuan, keahlian, pengalaman dan

ket rdmpuan yang diperlukan untuk melaksanakan

i mailrae 1oy Qe ra Qoo ra PEEEE R

Xk 1 tugasiiya SsSclala  jujur, te
bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh;

b) menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang
berkaltan dengan profesi dan orgamsa& dalam
melaksanakan tugas;

C) mengikuti perkembangan peraturan perundang«

angan dan mengungkapkan segala hal yang

d1tentukan Q]Ph peraturan perundang-undangan
dan profesi yang berlaku;

d) menjaga citra dan mendukung visi dan misi
organisasi,

1 inls _tirdalran Yoy oy
AL Ll G Qii T Liiiyasscii J’ (ZLLS
e

e} tidak menjadi bagian kegiatan ilegal, atau
mengikatkan diri p
dapat mendiskreditkan profesi APIP atau
organisasi;

f) menggaiang Kerja sama yang sehat diantara
sesama auditor dalam pelaksanaan audit;dan
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Obyektivitas
a) mengungkapkan semua fakta m aterial yang

diketahuinya yang apa
mungkin dapat mengubah nela;@ran kegiatan-
Lo £ - o

egiatan yang diaudit;

ot

b} tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau
hul Ju‘lbuu anu‘.jl’igdﬁ yvaig mu.;‘gnlﬁ
mengganggu  atau  dianggap  mengganggu
penilaian yang tidak memihak atau yang

mungkin menyebabkan terjadinya benturan

kepentingan;dan

¢} menolak suatu pemberian dari auditi yang
terkait dengan keputusan maupun pertimbanga
profesionalnya.

3. Kerahasiaan
a) secara hati-hati menggunakan dan menjaga
a

Ay @l o Aima Aalarm a1idissdan
segala informasi yang diperoleh dalam audit;dan

h
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) tirinls Alran menggun Al 11
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diperoleh untuk kepentingan pmhedl/ g@l ongan di
luar kepentingan organisasi atau dengan cara
yang bertentangan dengan peraturan perundang-

JA‘ua‘Jguii %
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aj melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan
St ndar Audit;

b) terus menerus meningkatkan kemahiran profesi,

Ciiiii Rl

keefektifan dan kualitas hasil pekerjaan;dan

c) menolak untuk melaksanakan tugas apabﬂa
Llﬁdﬁ SES 1 dﬁugaxx pﬁﬂ.g“taxluaﬂ z{\,d,ﬂuau an
keteramp 1 an vang dimiliki,

Pejabat pengawas dalam  melaksanakan tugasnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib berpedoman
Standar audit sebagaimana diatur dalam fvraturan
perundang-undangan yang berlaku.

11



PERSYARATAN PEJABAT PENGAWAS
Pasal 12
Persyaratan untuk menjadi pejabat pengawas inspektorat
kabupaten sekurang-kurangnya meliputi:

a. memiliki sertifikat paudtaﬂ Fungsional dan persyaratan
teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan
tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan
Pengawas Urusan Pemerintah Daerah;

b. memiliki integritas dan perilaku yang profesional,
independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan

tugasnya;

c. memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis
audit dan disiplin ilmu lam yang relevan denga n bidang
tugasnya,

d. wajib mematuhi kode etik dan standar audit APIP;

€. wajib menjaga Kerahasiaan informasi terkait dengan
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan
intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan
perundang-undangan,;

f. memahami prinsip-prinsip pengendalian tata kelola
organisasi yang baik dan manajemen risiko; dan

g. bersedza meningkatkan pengetahuan, keahlian dan
kemampuan profesionalismenya secara ferus-menerus
BAB X
HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Pasal 13

Daiam hubungau, kerja dan koordinasi, inspektorat

ilnir11l-n Anronn-

Guakugan dcengarn:

w

Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara, SKPD di lingkungan Pemerintah
Kabupaten;

. BPKP Perwakilan Kalimantan Timur;
. Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur;

. Kementerian Dalam Neo"eri;
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(1)

Bagian Pertama
1pa l, DPRD dan SKPD

m

Pasal 14
Hubungan kerja dan koordinasi dalam fungsi

<
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Bupati meliputi:

a. selaku APIP bertanggungjawab kepada Bupati dalam
melaksanakan fungs1 pengawasan yang dilakukan
terhadap pelaksanaan pada SKPD.

D. Bupati memberikan jaminan ketersediaan sumber

QEi“fif (Lri am :Zie;(}fxbaj u:ihd;* pengawasarn.
b te]
h

C. penugasan yang dilaksanakan cleh pejabat pengawas
diberikan oleh Bupati sebagai perpanjangan tangan
di k leh Bug bagai p panjangan tang
Bupati dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan pada
SKPD

Hubun kerja dan koordinasi dalam fungsi

J

peﬂz—;uaau“ antara inspektorat kabupaten dengan

DPRD yaitu DPRD memberikan jaminan anggaran

inspektorat kabupaten terhadap pelaksanaan

pengawasan melalui fungsi anggaran.

thUI ga kerja dan koordinasi dalam fungsi

a. dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern,
maka hubungan antara inspektorat kabupaten
dengan SKPD adalah hubungan kemitraan antara.

b.dalam setiap penugasan ('baik penugasan audit
maupun konsultasi), satuan kerja harus memberikan
dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang
lingkup penugasan dan harus mendapat akses yang
seluas-luas dalam hal untuk dokumen dan data-data

SKPD  wajib menindaklanjuti setiap rekomendasi

wudit yang diberikan oleh inspektorat kabupaten dan
melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap
rekomendasi audit kepada inspektorat kabupaten
sesuai dengan prosedur yang berlaku.
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Bagian Kedua
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
Perwakilan Kalimantan Timur

Pasal 15

Llubungarz kerja dan koordinasi antara inspektorat

o . S———— DDWD —
upaten dengan BPKP perwas
a:

itk
HaiJ
dapat berupa:

1 > ~ a1

i ila T 11 o
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a. menjadi  mitra kerja. BPKP  selaku pembina
penyelenggaraan SPIP dalam rangka membangun dan
meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang
n;&,ﬂputl
l.penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
2.sosialisasi SPIP;
3.pendidikan dan pelatihan SPIP;
4.pembimbingan dan konsultansi SPIP;

S.pelatihan Kantor sendiri menegenai LPPD;
6.pelatihan Kantor sendiri menegenai CSA;dan
7.peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan
‘;ﬂf'.—ﬂr‘ﬂ nemerintoh
PR RS tJbLiLVL .li}.L(,Lli
b. membangun  kerjasama dengan BPKP  selaku

koordinator APIP untuk meningkatkan pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan daerah dan
meningkatkan Kuabtas LKPD khusus dalam hal

penertiban asset;dan

c. wajib menggunakan peraturan-peraturan di bidang
jabatan fungsional auditor yang dikeluarkan oleh BPKP
selaku instansi pembina jabatan fungsional auditor dan
inspektorat kabupaten Dertmﬂa}q selaxu koeralridtor

nemantauan tindalk laniut at:

P ianauan LALAMACU A5

Bagian Ketiga
Inspektorat Provinsi

T Imoaon

Hubungan kerja dan koordinasi antara inspektorat

kabupaten dengan inspektorat provinsi dapat berupa:

a. membantu, mendsmpmm inspektorat provinsi dalam
melaksanakan evaluasi akuntabilitas, laporan
penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten;dan

b. berpartisipasi dalam Rakorwas yang diselenggarakan

Nniah fﬁnno}r#nr‘r F oy ot
(USSR S LLLO}?}LBLU Hlu\r 11101,
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Bagian Keempat
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Pasai 17

Hubungan kerja dan oordma& ar‘tala mspektorat

. ;
an Kementerian Dalam Negeri dalam

E2S ~A
kabupaten d ementerian Dalam N CEerl

HBAupalcil U

=
pengawasan dapat berupa:

a. mempedomani peraturan-peraturan dibidang
pengawasan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam
Negeri guna menentukan arah kebijakan pengawasan;

D. b’rpar'tis1pa51 dalam Rakorwas yang menyamakan

kebijakan pengawasan yang diberlakukan untuk APIP di

seluruh Indonesia;dan

-y

"'S

c. wajib menggunakan peraturan-peraturan di bidang
Jabatan Fungsional Pengawas Urusan Pemerintah
Daerah yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam

Negeri selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional
Pengawas Urusan Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

,,,,,, = NLsal

Reforma31 Birokrasi

Hubungan Kkerja dan koordinasi antara inspektorat
1u upaten dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi dapat berupa:

a. wajib menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan
di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh
lementerian Negara Pendaya Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi dalam menentukan arah kebijakan

dan program pengawasan inspektorat kabupaten;dan

b. berpartisipasi dalam Rakorwas yang diselenggarakan
oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi guna menyamakan persepsi
mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi
pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih
pelaksanaan pengawasan dan koordinasi pelaporan,
baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan

hasil pengawasan.

o,
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Bagian Keenam
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Pasal 19
Hubungan kerja dan koordinasi antara inspektorat
};abupateﬁ ALL;SW.& Badan Pemeriksaan l‘aeu”ngan dalam

fungsi pengawasan dapat berupa:

a. menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan
ekstern selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai
pb‘”lfyﬁdl ta/informasi maupun sebagai mitra satuan
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b. berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern untuk
mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan

inspektorat kabupaten;

c. tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit
Vang disampaikan aparat pengawasan  ekstern
merupakan bahan pengawasan bagi inspektorat
kabupaten terhadap penyelenggaran tugas dan fungsi

instansi;dan
d. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada
Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana diatur dalam
raturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Aparat Penegak Hukum

Pasal 20
Hubdﬁgau kerja dan koordinasi antara inspektorat
v,—.h nnnnnnnnnnnnnnnn —i- Pe > hyrirrveny A B
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a. memberikan keterangan ahli kepada aparat penegak
hukum, sebagai pejabat pengawas;dan

j®g

:"ﬁﬁ‘:";"hﬁ“‘;}’{}"‘ fﬂfﬂv‘qf‘\ﬂ yang t Q“kgﬂ
inspektorat kabupaten harus mend
dari Bupati dalam penegakan hukum.

persetujuan
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Pasal 21
Hu bungan kerja dan Loordmam antara inspektorat
kabupaten dengan inspekto i

dapat berupa:

a. melakukan audensi dan study banding pelaksanaan
tugas pengawasan;dan

b. berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar,
lokakarya dan sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.
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Pasal 22
(1) Pejabat pengawas tidak boleh terlibat langsung dalam
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terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu
obyektifitas dan independensi seorang pejabat
pengawas.

(2) Pejabat Pengawas tidak boleh merangkap jabatan

rulctural

uial,

BAB XII
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Pasal 23

Arhognirriama i lrore ~ S T ~1 e P e
S€pagaimana aimaxsud dalam Pasal 10 akan dikenakan
sanksi oleh inspektur. Bentuk-bentuk sanksi pelanggaran

dapat diberikan berupa :
a. teguran tertulis;
b. usulan pemberhentian dari tim audit; dan

o tidak diberi penugasan audit selama jangka waktu

!..\./L LG.LAL\J

BAB XIII
PENILAIAN BERKALA

Pasal 24

(1) Inspektorat kabupaten secara berkala harus menilai

}.l
=
>
5
e
i
Py
’
o]
’l
A
3
p
A
i
4

(‘\1"\(}‘7"'} 53 d FOAOMOGIING 1O a by sraT oy

[ 8 L{L&Ll; YV L ‘r\"_‘ :AEE’, L(/LL.L SMLL& J CAVY Qi j’CLLJ.&
didefinisikan dalam Piagam ini tetan memadai dalam
kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai

tujuannya.
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Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan
d - 1pati



BAD X1V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinva memerintahkan
iy g o b

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai

Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
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Dada tanggas £/ reoruan 2014
A

RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
Pada tanggal 3 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KUTAI KARTANEGA
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BERITA DAERAH XARUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHIUN 2014
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